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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata
kelola kepemerintahan yang baik dengan
prinsip demokratis, transparan, akuntabel,
efektif dan efisien, perlu didukung dengan
perencanaan pembangunan daerah yang
merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, dan
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terintegrasi dengan perencanaan
pembangunan daerah di Kabupaten/Kota;

bahwa dalam perencanaan pembangunan
daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu disusun sistem perencanaan
pembangunan daerah yang transparan,
responsif,  efisien,  efektif,  akuntabel,
partisipatif,  terukur, berkeadilan  dan
berkelanjutan, meliputi rencana
pembangunan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan, rencana tata ruang
dan rencana sektoral;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan  Nasional jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan
musyawarah  perencanaan pembangunan
daerah yang terintegrasi dengan rencana
tata ruang wilayah, ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan
c, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4
Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintah Jakarta
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa Kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi  Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
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10.

11.

12.

Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi  Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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